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Tindak pidana merupakan kejahatan yang mengakibatkan konsekuensi hukum, yang
mana akan diminta pertanggungjawaban akibata perbuatannya. Sebagaimana tindak
pidana lingkungan hidup karena perbuatannya yang mengakibatkan rusaknya
ekosistem serta berdampak pada lingkungan harus di hukum. hal ini senada dengan
bunyi Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Untuk
menjaganya tentunya dibutuhkan peranan Kepolisian, terutama dalam hal Poldasu
dalam memberikan perlindungan pada ekosistem lingkungan hidup di Sumatera Utara.

Penelitian ini sendiri menggunakan peneltian yuridis normatif dan yurudis empiris,
dimana data yang diperoleh melalui analisa undang-undang dan hasil wawancara
dengan narasumber yang mempunyai kapasitasnya dalam bidang penegakan hukum
terhadap pelaku tindak lingkungan hidup di wilayah hukum Kepolisian Daerah
Sumatera Utara.

Hasil dari penelitian ini sendiri telah menetapkan Undang-Undang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai dasar penegakan hukum terhadap pelaku
tindak pidana lingkungan hidup. Hal ini dapat dilihat di dalam ketentuan pidana
mengenai cara-cara perusakan lingkungan hidup. Sehingga untuk menjaga kelestarian
lingkungan hidup tersebut, maka sangat dibutuhkan Peranan Kepolisian dalam
melakukan upaya penegakan hukum terhadpa pra pelaku tindak pidana lingkungan
hidup tersebut. senada dengan itu Poldasu sendiri berperan aktif dalam melakukan
upaya penyelidikan terhadap perkara tersbeut guna melakukan penegakan hukum
terhadap para pelaku. Adapun dalam pengekan hukum Poldasu sering mendapatkan
hambatan tertentu yang mengakibatkan lambatnya proses penegakan hukum, sehingga
membutuhkan kejasama dengan Perhutani maupun masyarakat.

Terhadap tindak pidana lingkungan hidup tentunya mengacu kepada Undang-Undang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dimana undang-undang ini
dikhususkan untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup tanpa adanya
perusakan ekosistem. Sedangkan Poldasu berperan aktif dalam melakukan upaya
penegakan hukum terhadap pelaku, guna terhindarnya dari upaya-upaya perusakan
lingkungan hidup.
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